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 BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan daerah Nomor
18 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2008 mempunyai
fugas merumuskan kebijakan teknis operasional dinas di bidang Pekerjaan Umum
yang meliputi Bina Pengé.iran, Bina Marga, Cipta Karya dan Bidang Sarana
Lingkungan serta melaksanakan Ketata usahaan dinas. Didalam menjalankan tugas
tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana
strategis yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah.
1. Perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengolahan, pembinaan umum,
pemberian bimbingan dan perizinan.
2. Pelaksahaan perumusan kebijakan teknis di bidang P'ekerje_lan' Umum yang
meliputi Bina Pengairan; Bina Marga, Cipta Karya dan Sarana Lingkungan. |
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum.
4. Pelaksanaan pelayanaﬁ teknis administrasi tata usaha dinas.

5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam

Renstra 2011-2015, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan
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' Daerah Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2008

mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis operasional dinas di bidang Pekerjaan
Umum yang meliputi Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya dan Bidang Sarana
Lingkungan serta melaksanakan ketata usahaan dinas, Bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
1. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Bertugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan
teknis serta melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan
dibidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Bina Pengairan, Cipta
Karya, dan Sarana Lingkungan.
Hal ini berarti Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan menjadi
Dinas Kabupaten yang harus ber_panda_ngax} kedgpapf s_elalu berupaya
meningkatkan kﬁalitas dan kwantitas sumber dayaf -épar_étumya_agar lebih
professional.
Adapun visi yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan adalah : MENJADI INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG DISELENGGARAKAN

SECARA BERKELANJUTAN
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2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bulungan memiliki 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumber daya aparatur.

2. Menyediakan pembangunan infrastruktur sumber adaya air guna
mendukuhg ketahanan pangan dan pendayagunaan air untuk kesejahteraan
rakyat.

3. Menyediakan pembangunan infrastruktur jalan guna mendukung
kelancaran transportasi darat dan menunjang lalu lintas ekonomi.

4. Menyediakan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

guna menciptakan pemukiman yang layak dan sehat

3. - Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan daerah Nomor
18 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2008 terdiri

dari: -

Kepala Dinas
2. Sekretariat / Sekretaris
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
1. Bidang Bina Marga
a. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
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2. Bidang Cipta Karya
a. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
b. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Tata Ruang
c. Seksi Tata Ruang
3.  Bidang Sarana Lingkungan
a. Seksi Sarana Lingkungan Pemukiman
b. Seksi Penataan Lingkungan Pemukiman
c. Seksi Sarana Air Bersih
4. Bidang Pengairan
a. Seksi Pembangunan Irigasi
b. Seksi Pemeliharaan Operasional dan Bina Manfaat
c. Seksi Pembangunan Bangunan Air

Secara rinci, daftar Struktur kepegawaian dapat dilibat pada Lampiran 4.1

4. SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan saat ini memiliki sumber daya
aparatur sebanyak753 ( lima puluh tiga ) orang Pegawai Negeri Sipil, Secara rinci
komposisi SDM pada Dinas Peketjaan Umum Kabupaten Bulungan menurut tingkat
pendidikan dapat di lihat dalam lampiran table 4.2 , 4.3, 4.4 dan 4.5

B. . Hasil dan Pembahasan

| 1. Hasil Penelitian

~ Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, landasan teori dan metode
penelitian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka pada bagian ini akan
dijabarkan hasil penelitian yang didapat melalui wawncara melalui informan yang
dipilih. Agar data yang didapat menjadi lebih valid, pemilihan informan wawancara

menjadi hal yang diperhatikan dalam penelitian ini, diantaranya Sekretaris Dinas
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Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, dan salah seorang
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ﬁﬁlungan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pimpinan maupun staf Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, data dokumentasi dan pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti, pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian utama sesuai
dengan perumusan masalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu:

a. Pengglol@ anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

b. Faktor- faktor dan kendala dalam plaksanaan kinerja anggaran pada Dinas
* Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

c. Kinerja anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Untuk mendapatkan gambaraﬂ secara menyeluruh mengenai hasil penelitiaﬁ
dan pembahasan pada bab ini, penulis meringkas dan menyajikannya dalam bentuk
tabe1 seperti yang'-tgrteré dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan seterusnya
dihalaman belakang penelitian ini. Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut akan
dibandingkan dengan teori-teori yang berkembang hingga kini, penelitian-penelitian
yang sudah dilakukan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Sehingga didapat gambaran kondisi ideal yang seharusnya, atau sudah terjadi dalam

lingkungan kinerja anggaran Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bulungan.
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- Dinas F,’ekerjxaan Umum
Kabupaten bulungan

‘Faktor- faktor dan kendala .
dalam Kinerja Anggaran =y - Pengelolaan anggaran
-SDM

-kultur (perencanaan dan Kinerja anggaran
pelaporan) . . h

. “Professional
-komunikasi -
. “Visioner -

-Efisien

=Akuntabel L - Hasil-kinerja -
-transpirant . . ‘anggaran; -

“_Baik, -

. -buruk. -

Gambar. 4.1
Skema Kerangka pemikiran penulis

a. Pengelolaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Dalam pembahasan mengenai pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan dengan Informan_II} beli_au mengatal_(an hal yang sepemikiran
dengan teori Mardiasmo. Menurut" 'Mar_dias-'mo (2009:12) ranggaran merupakan-
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentu yang dinyatakaﬁ dalam ukuran financial. Pelaksanaan pengelolaan anggaran .
melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan
balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran
harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang

yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan
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pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c)
memutuskan adanya masalah yang mﬁncul dalam pelaksanaannya; \(d) rﬁenangani
pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

Menurut informan II, perencanaan pengelolaan anggaran merupakan tahapan
awal da;i pelaksanaan suatu kegiatan. Pada tahap ini ditetapkan tujuan/ sasaran, cara
pelaksanaan, kebutuhan tenaga dan dana, waktu pelaksanaan dan persyaratan serta
peraturan yang harus ditaati. Kemudian menurut Informan III, perencanaan
pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan yaitu melakukan
perencanaan strategi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Diﬁas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan setiap awal bulan selalu membuat RKAD
yang dilakukan oleh setiap bidang dimana hal tersebut dilakukan untuk menguraikan
pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan, kemudian setiap bidang tersebut
memiﬁta dana kepada bagian keuangan. Pada akhir bulan setiap bidang mengevaluasi
kembali RKAD dan melaporkannya kepada bagian keuangan.

Informan IV mengatakan, pengelolaan anggaran adalah pelaksanaa;} anggaran
di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buluﬁgan yang disusun per triwulan (T riwulan
I dari bulan Januari- Maret, triwulan II dari bulan April- Juni, Triwulan IIT dari Juli-
September, dan triwulan IV dari bulan Oktober- Desember). Dari laporan ini bagian
keuangan memperoleh informasi mengenai realisasi anggaran. Contohnya: data
realisasi program pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp. 107.046.599.650,00
yang dilaporkan dan dimasukkan ofomatis akan terhitung dalam prosentase dari

anggaran yang sudah ditetapkan. Apabila hasil perbandingan antara anggaran dan
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realisasi yang ternyata menguntungkan, maka keuntungan tersebut dijadikan pedoman

dalam penyusunan anggaran pada masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dengan Informan II perihal realisasi
kinerja anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buluﬁgan, realisasi masih
belum tertib. Padahal sudah ada ketetapan untuk mengatur pelaksanaan anggaran,
Apabila ada satu dan lain hal yang mengakibafkan suatu kegiatan ditunda
pelaksanaannya atau menjadi bengkak angarannya, seharusnya menjadi acuan untuk
merevisi anggarannya. Tetapi yang terjadi kadang —kadang jalan pintas digunakan.
Realisasi menggunakan anggaran dari bidang yang lainnya yang belum terserap, atau
dari bidang yang sama untuk kegiatan yang berbeda yang belum terserap, menjadi hal

yang lumrah dilakukan.

Informan III dalam wawancara juga mengatakan bahwa sistem pelaksanaan
anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki
kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung
méngetahﬁi adanya masalah pelak'sahaan anggaran serta meniberikan fleksibilitas bagi
para pengelola keuangan.

Dalam sebuah organisasi, manajemen adalah suatu hal yang jelas tak
terpisajakan, karena sebuah organisasi yang tidak di manage dengan baik akan
mengalami kesulitan dalam proses pelaksanaan tugas organisa_si tersebut. Salah satu
bagian penting dalam manajemen adalah proses planning, organizing, actuating dan

controlling atau yang biasa disebut POAC. POAC merupaka kesatuan utuh dari proses
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manajemen yang saling terintegrasi satu sama lam dimana masing-masing tahap
memiliki fungsi masing-masing yang akan mempengaruhi tahapan yang lain. Lalu
seperti apa implementasi POAC dalam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan?
. flanning

Planning adalah tahapan perencanaan awal dimana semua prosés berikutriyav
akan ditentukan oleh tahapan ini, dalam merencanakan suatu program dibutuhkan
ketelitian yang tinggi karena k1ta harus memprediksikan dan mempersiapkan apa saja
yang harué dilakukan pada langkah-langkah selanjutnya. Pada tahap inilah kita
mémerlukan analisis swot (strength, weakness, opportunity dan treat). Strength adalah
kekuatan, maksudnya adalah apa saja kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pekexjaa.n
Umum Kabupaten Bulungan yang dapat dimanfaatkan dalam proses manajemen
instansi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan harus mampu sebisa
m_ungi_cin memanfaatkan kekuatan atau kelebihan tersebut untuk meminimalisir

kekurangan yang di miliki. Weakness artinya kekurangan, maksudnya hal-hal apa saja

yang mungkin menjadi titik lemah Dinas Pekerjaan Umum Kal_)upaten Bulungan

dalam menjalankan proses manajemen, hal ini harus sebisa mungkin diantisipasi. '
Opportunity maksudnya peluang, dimana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bulungan harus jeli dalam melihat aspek-aspek yang memiliki potensi untuk

. dimanfaatkan dalam menjalankan proses manajemen, sekecil apapun potensi tersebut.

Terakhir adalah freat, maksudnya adalah ancaman, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bulungan harus mampu mendeteksi hal-hal apa saja yang mungkin akan menghambat
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proses manajemen schingga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan mampu
untuk sebisa mungkin menghindarinya.
2). Organizing

Organizing adalah tahap dimana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
melakukan pengorganisasian tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap
orang dalam proses manajemen organisasi. Dinas Pekerjaan Umum Kabupatén
Bulungan harus mampu menyesuaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut
déngan potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap orang dalam organisasi agar
proses pelaksanaan manajemen dapét berjalan dengan baik.
3). Actuating

Pada tahapan inilah setiap pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya »masing-masing
dalam pelaksanaan manajemen organisasi. Dalam tahapan ini, diperlukan komitmen
yang tinggi oleh para pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing untuk
menjaga stabilitas organisasi, karena dalam organisasi setiap tugas dan wewenang itu
terintegrasir satu sama lain, sehiﬁggé kégagalan satu orang akan mempe_ngaruhi yang
lain. |
4).  Controlling

Controlling adalah tahapan dimana seorang pemimpin pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bulungan melakukan pengawasan atas kinerja atau proses
actuating masing—masiﬁg anggota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

masing—rhasing, proses controlling dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
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a). Direct Controlling, dimana pemimpin mengawasi dan melihat langsung kinerja
dari getiap pegawai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-
masing.

b). Indirecf Controlling, dimana pemimpin tidak langsung mengawasi kinerja
setiap peéawai dalam menjalankan fugas dan wewenangnya masing-masing,
melainkan melalalui beberapa orang kepercayaannya untuk mengawasi
anggota-anggota 'ya,ng berada dibawah garis instruktiﬁﬁa maéing—masing
dalam struktur organisasi tersebut.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Dinas Pekerjan

Umum Kabupaten Bulungan harus dilaksanakan secara periodik yang mencakup ;

a).  Laporan realisasi anggaran SKPD

b).  Neraca SKPD . -

C). Catatan atas laporan keuangan SKPD

Setelah dikelola oleh bagian keuangan, Kepala Dinas Pekerjan Umum

Kabupaten Bulungan menyusun -dan melaporkan arus kas secara periodik kepada -

kepala daerah Laporan tersebut disusun dan_ dlsajlkan éesuax ~dengan peraturan

pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemermtahan Kemudian  guna
menunjang pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan di Kabupaten Bulungan, pada

Tahun Anggaran 2015 ini Dinas Pekerjaan Umuin Kabupaten Bulungan telah

Menganggarkan Belanja sebesar  Rp. 593.590.335.735,05
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Adapun perincian alokasi dana dapat digambarkan dengan perincian

belanja sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung
Terdiri dari

v' Belanja Pegawai

v" Belanja Barang dan Jasa

v Belanja Modal

Rp. 9.430.092.381,00

Rp. 584.160.243.354,05

Rp. 1.128.910.000,00
Rp. 10.349.471.610,00

Rp. 572.681.861.744,05

Jumlah Seluruh Belanja (1+2) Rp. 593.590.335.735,05

yang diperuntukkan bagi pelaksanaan 17 (tujuh belas) program pembangunan

seperti terdapat pada Tabel 1.4

TABEL 1.4
PAGU ANGGARAN TAHUN 2015
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

3. 555 191 10000

1. Program Pelayanan Adrmmstra51 Perkantoran
2. |Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur B -75.901.863.467,40
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 37.500.000,00
- Aparatur
4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 162.924.450,00
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
' , 107.046.599.650,00
6. | Program Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-Gorong 2.666.336.601,00
7. Program Rehabilitasi / Pemehharaan Jalan dan 1.082.600.000,00
Jembatan '
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 9.283.490.000,00
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Lainnya
9. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air 1.626.225.000,00
Lainnya '
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah 11.964.239.159,00
11. Program Pengendalian Banjir
53.967.179.419,50
12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh’ 1.995.518.430,00
13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
' 10.829.931.190,00
14. Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan
Jembatan : 264.279.106.848,56
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga 37.170.914.980,00
16. Program Pengembangan Perumahan
- 2.401.298.078,59
17. Program Pembinaan dan Pengendalian 189.324.980,00
Konstruksi Daerah

Sumber: LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Anggaran Dinas -Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dipergunakan untuk

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan di bidang perencanaan

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi termasuk pelaporan. Walaupun pagu anggaran

sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan dituangkan dalam LAKIP dan renstra guna

memudahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam penyusunan

program kerjanya, nyatanya hal itu belum menjadi semacam panduan oleh instansi

_ dalam penyusunan program kerjanya. Identifikasi kode program kerja perlu

diterapkan. Tindakan lebih tegas berupa penolakan program kerja perlu dilakukan

Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam penyusunan anggaran dan

program kerja yang dilakukan oleh masing-masing bidang, agar penyusunan anggaran
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df.m program kerja menjadi selaras dan terarah. Karena selama ini, menurut penuturan
salah satu pimpinan' Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, walaupun suatu
program kerja tidak terkait sama sekali dengan LAKIP ataupun renstra, asalkan
anggaran tercukupi anggaran akan tetap diberikan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran Selajumya adalah
standar biaya. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sébagai acuan
penghitungan kebutuhan biaya baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

Standar biaya ini diatur oleh Permenkeu No. 100/PMK.02/2010 tentang standar biaya

‘Tahun Anggaran 2011 yang seharusnya digunakan sebagai patokan dalam

penganggaran. Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam mengadopsi Standar
Biaya seperti yang telah ditetapkan diatas.

Beberapa tanggapan yang didapat dari wawancara perihal pengelolaan
anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabﬁpatén Buluhgan adalah bahwa dalam

praktiknya realisasi masih fleksibel. Ada kegiatan yang karena satu dan lain hal tidak

_ dapat terlaksana, masih diberikan fasilitas revisi anggafan, yaitu mengubah nama,

“waktu peléksana‘an ataupun jumlah rupiah dari suatu program kerja ‘yang sudah

~ direncanakan sebelumnya. Hal-hal seperti itulah yang tidak bisa direncanakan satu

tahun sebelumnya. Kemudian, untuk tingkat keterserapan anggaran kegiatan tahun
2014 cukup tinggi. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar 83%.
Sedangkan untuk pencapaian kinerja program anggaran untuk tahun 2015 sebesar
80%. Hal ini menujukkan terjadi penurunan sebesar 3% walaupun menurut pedoman

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja digolongkan sangat baik dan baik.
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Namun hasil wawancara dengan Informan III menggambarkan hasil yang
kurang baik mengenai pengelolaan anggaran. Beliau mengatakan bahwa cara kerja di
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan masih cenderung menggunakan
penganggaran yang bersifat tradisional. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana selama
tidak melebihi RKAT dari suatu periode anggaran itu sendiri, masih baik-baik saja
untuk dijalankan. Sedangkan kegiatan yang tidak termuat dalam RKAT sebelumnya
biasanya menggunakan anggaran dari unit kerja yang anggarannya masih utuh/ belum
terpakai melalui persetujuan penggunaan dari yang punya anggaran terlebih dahulu.

Kemudian hésil wawancara yang didapat peneliti dengan Informan IV
menjelaskan bahwa beberapa bidang belum melakukan perencanaan sesuai renstra, |
satu bidang sudah sekitar 80% program kerjanya sesuai renstra dan satu lagi sudah
sesuai rehstra. Hal menegaskan bahwa masih terdapat multitafsir dimasing-masing
bidang tentan.g. penjabaran renstra pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaaﬂ Umum
Kabupaten Bulungan ini. Pényusunan rencana kerja dalam pengelolaan anggaran yang
seharusnya .te_fap pada jalur yang sudah dibuat sesuai LAK[P dan renstra, menjadi_

| sedikit ményimpahfg dalam penyusunannya. Kesimpulan penulis dari hasil wawancara
ini, Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan identifikasi lebih lanjut saat penyusunan
program kerja pada semua bidang. Sehingga kedepannya tidak lagi ada multitafsir
dimasing-masing bidang tentang penjabaran renstra pengelolaan anggaran di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan yang mengakibatkan tidak tercapainya

program kerja yang telah direncanakan.
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b). Faktor- faktor dan kendala dalam Kinerja Anggaran di Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bulungan

Setidaknya ada beberapa permasalahan yang ditemukan peneliti dalam
penerapan kinerja anggaran di lingkungan ‘Dinas Pekerjaan Umum Kébupaten
Bulungan. Pembahasan berikut merupakan hasil penelitian yang didapat dari data

wawancara dan telaah dokumen yang dilakukan peneliti.

Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan untuk tahun 2015 adalah pada Tabel 4 di
bawah ini.

TABEL 4
HASIL CAPAIAN K[NERJA TAHUN 2015 N

Menciptakan sumber
daya aparatur yang Tersedianya sarana / prasarana kantor 100 % 80 % 90 %
professional yang Tersedinya jasa pendukung administrasi perkantoran
didukung dengan sarana .
‘dan prasarana yang

memadai

_Tersedianya sarana dan - Terbangunnya Sarana / Prasaara gedung kantor yang 9 Unit 9 U_nit 100
prasarana yang “di bangun ) *-8 Unit 8 Un!t 100 .
memadai - - Rehabilitasi Rumah Jabatan dan gedung kantor - 2Unit 2Unit - 100

- Tersedinya Kendaraan dinas / operasional 100% - 80 80
- Temeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatkan kapasitas
sumber daya aparatur Tersedinya Sarana dan prasarana aparatur 100 % 100 % 100
yang professional yang
didukung dengan sarana
dan prasarana yang
memadai

Meningkatnya Data
Iventarisasi Aser Tersedinya Inventarisasi Aset Dinas Peker]aan Umum 100 % 100 % 100
Kab. Bulungan
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Meningkatnya kualitas
prasaranajalanraya | e | Km 85
-Tesedianya Jalan yang di bangun { kondisi tanah ) Km 8 Unit 100
8 Unit
- Tersedianya Jembatan
Meningkatnya
pengelolaan drainase Terbangunnya Sistem drainase yang produkdif 8.730,12 8.730,12 M 100
M
Meningkatnya kualitas ‘
prasarana jalan raya Tersedianya Panjang jalan aspal yang dipefihara 0,475 Km 0,475 Km 100
Terciptanya Kawasan . .
foodestate - Tersedianya tersedianya tanggul pembatas sungai 6.000 M 5793 M 100
Tersedianya Jaringan Irigasi yang memadai 246 M 246 M 100
Terciptanya perlindungan
untuk konstruksi Sheet Terlaksananya nommalisasi sungai P=34M P=34M 100
Pile T=25M T=25M
Meningkatnya kualitas
jasa pelayanan Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Minum yang di 23 Unit 23 Unit 100
prasarana air bersih dan bangun
limbah
Penangulangan Erosi .
dan Banjir pada Terbangunnya konstruksi sheet pile pada bantaran sungai 3.170M 3170 M 100
Bantaran sungai P=16 M P=16 M
T=14M T=14M
4 grib 4 grib
109 M 109 M bronjong
bronjong
Meningkatnya
pengembangan wilayah Tersedianya Infrastruktur yang di bangun 678 Buah 678 Buah -100
strategis cepat tumbuh
Meningkatnya_ :
pengembangan . Tersedianya Sarana Lingkungan Pemukiman yang di «MO M.
Infrastruktur Perdesaan bangun N e T Unit
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih yang di Unit
bangun
Meningkatnya kualitas .
prasarana jalan raya - Tersedianya jalan yang ditingkatkan (kondisi angrgat | ...... Km | ... Km 100
y e Km | ... Km 100
- Tersedianya jalan yang di tingkatkan { kondisi aspat)
Meningkatnya sarana
dan prasarana olahraga Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang di 3 Unit 3 Unit 100
bangun :
Meningkatnya
Pengembangan Tersedianya sarana dan prasarana perumahan yang 9.914,26 9.914,26 M3 100
Perumahan dibangun M3
Meningkatnya )
Pembinaan dan Tersedianya Validasi Surat [jin Jasa Konstruksi { SIUJK) 80 % 100 100
Pengendalian Konstruksi
-Daerah

Sumber: LAKIP DPU 2015
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Sebagaimana Tabel diatas, Dinas Pekerjaan Umum telah berhasil mencapai
seluruh target sesuai dengan sasaran strategis masing-masing yang telah ditetapkan
pada tahun 2015 dengan rata-rata realisasi keseluruha 92,31 %. Artinya bahwa secara
umum Dinas Pekerjaan Umum telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pokok dan
fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan target dan
indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Dari seluruh target yang telah
ditétapkan pada Tahun 2015 terdapat beberapa target yang belum tercapai secara
optimal. Belum optimalnya pencapaian target tersebut disebabkan adanya beberapa
faktor masalah dan kendala yang dihadapi ditingkat koordinasi namun dibandingkan
tahun sebelumnya pencapaian tersebut terus mengalamj peningkatan kualitas
perbaikan sehingga diharapkan untuk pencapaian target sampai berakhirnya masa
dokumen Renstra 2011-2015.

c). Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaaﬁ Umum Kabupaten Bulungan

Kinerja anggaran pada memiliki suatu kerangka kerja yang secara sistematik
dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara umum kerangka
kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Penyusﬁnan
Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005:16) yang menjelaskan bahwa pada
dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan,
pelaksanaan, pela’poran/pertangguhgjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana
strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievalusi dan

diperbaiki terus menerus.
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: Rencana .strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan memiliki
jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya setidaknya memuat visi,
misi, tujuan, sasaran dap strategi berupa kebijakan dan program untuk mencapainya
serta menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan
suatu program/kegiatan. Kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum KaBupaten
Bulungan memiliki suatu kerangka kerja yang secara sistematik dibangun-. untuk
menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja.

Berdésarkan rencana strategis yé.ng sudah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bulungan tersebut, setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana
kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana
strategis yang didalamnya memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak
dicapai dalam satu tahun. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan
digunakan untuk menilai keberhasilan dan keéagdm Dinas Pekeljaaﬁ Umum
Kabupaten Bulungan dalam menyelenggarakan pemerintah untuk satu periode

. tahunan.
| | B-erdasarké.n pada rencana kineija tersebut, Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan
' hasil — hasil (outcome) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran
' yang (iisusuxll.,adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini
. dapat meréﬂeksikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan

sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya.
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Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan
pérsetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan
vang disetujui _oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah
disetujui masing — masing instansi menyusun rencana operasional tahunan. Rencana
operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan — kegiatan yang akan
dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah dituangkan
dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya termasuk jadwal
kegiatan dan penyediaan sumber daya.

Berdasarkan pada rencana i(inelja tahunan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan, rencana anggaran tahunan yang telah disetujui dan renacana
operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja pada
dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat kepada pihak yang menerima
amanat tentang target —target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu
berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara
plhak legislatif dengan pihak eksekutif ya1tu dokumen kontrak kinerja.

Akhir tahun anggaran, setelah program dan keglatan di Dinas Pekeljaan
Umum Kabupaten Bulungan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan
review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran.
Pertanggung jawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja
yang ada dalam kesepakatan kinerja dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja

tahunan. Laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja
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non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan
ditahun berikutnya.

Menurut Informan II, evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai dasar untuk
pengendalian segala aktivitas yang terjadi di Dipas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan. Pengendalian ini berupa evaluasi terhadap penyimpangan dari pelaksanaan
anggaran dan penjelasan mengenai penyimpangan tersebut. Sehingga dapat dilakukan
tindakan perbaikan berupa, perbaikan pelaksanaan, perbaikan anggaran, perbaikan
program atau perumusan kembali strategi untuk mencapai tujuan instasi. Selain itu,
evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan bisa dilihat- dari adanya
prestasi kerja yang mencakup kepada efisiensi dan efektif tidaknya suatu pusat
pertanggungjawaban menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kemudian terdapat berbagai cara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawainya, salah satunya dengan
memberi penghargaan kepada mereka yang telah bekerja dengan baik. Penghargaan
ini diberikan sebagai ajang pembinaan pegawai dan evaluasi __bagi p1hak Dmas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan terhadap kinerja persoriil dilapaﬁgail. Ihform,axvl :
III menéatakan bahwa perlu adanya peningkatan kinerja pegawai. Yaitu dengan
merﬁbeﬁ pénghargaan ‘kepada mereka yang telah bekerja dengan baik. Kamna ada
kaitannya dengan kinerja aﬁggaran. Apabila inputnya bagus, maka output yang
dihasilkan pun akan sesuai dengan target yang diinginkan dalam pelaksanaan kinerja

anggaran
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‘Kinerja anggaran mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud danv tujuan
| permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai
tujuan ini. Dan yang ketiga, data kualitatif yang dapat mengukur pencapaian serta
pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap- tiap program. Penganggaran dengan
pendekatan kinerja ini beffokus pada efisiensi apabila output yang dihasilkan lebih
besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input
yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan
saja, seperti yang terjadi pada system anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada
tujuan/ rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu
anggaran biaya yang cukup dan penggunaa.ﬂ biaya tersebut harus efisien dan efektif.
2. Pembahasan
Dalam konsep dan ilmu ekonomi, basic problem yang dihadapi oleh manusia
adalah keterbatasan sumber déna sebagai alat pemenuhan kebutuhan dihadapkan pada

kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas. Basic problem ini juga dihadapi oleh suatu

- Negara termasuk Indonesia. Sumber-sumber penerimaan Negara yang terbatas,

| dihadapkan pada kebutuhaq masyarakat -yang tidak terbatas,A mengharuskan
pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan
éﬁsien. Qleh sebab itu ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti
telah terjadi infesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran akan berakibat
hilangnya manfaat belanja.
Rendahnya penyerapan anggaran adalah salah satu indikator kinerja anggaran

yang buruk. Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, kinerja anggaran
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‘yang buruk dapat disgbabkan oleh tingkat pemahaman system dan prosedur
pengelolaan keuangan. Ketidakpahaman pelaku terhadap system dan prosedur
pengelolaan keuangan membuat pelaku pada organisasi tersebut tidak berani
mengambil resiko karena takut menyalahi aturan yang berdampak pada serapan
anggaran yang rendah. System dan prosedur sebagai pedoman penyusunan énggaran
hingga membuat pertanggung jawaban anggaran. Tingkat pemahaman pelaku ferhadap
system dan prosedur pengelolaan keuangan berkaitan erat dengan kinerja dalam
melaksanakan anggaran (Yuliani et al 2010).

Dikaitkan dengan konsep Mardiasmo, Kinerja anggaran menggunakan
(Mardiasmo,2002) konsep value for money, dimana dalam konsep ini didasérkan pada
tiga elemen penting, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah
pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah .
Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan
input resources yang digunakan ‘dengan menghindari pengeluaran yang boros.

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau

penggunaann ih'put yng terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah

tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana,

efektivitas merupakan perbandingan oufcome dengan output.
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Dalam Lakip Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2015, juga telah
ditetapkan:

a. Perencanaan dan‘Pexjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang
mengacu pada rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bﬁlungan. Rencana
kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan 2011-2015. Sesuai dengan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan tahun 2015 telah ditetapkan berbagai kebijakanL program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oréanisasi berdasarkan
tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana
kerja kementerian PPN/Bappenas tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program
dan kegiatan mulai unit k¢1ja eselon 3 sampai unit kerja eselon 4 sesuai dengan
fungsinya. Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan telah
menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 5
(lima). Pénetapa_n- k‘i:nelja;t'e_r_sebut memuat sasaran strategis, 'I_ndikato'f dan target Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungéh Tahun 2015 y;J.ng mengaéu pada tujuan dan
sasaran dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2011-2015. Adapun penetapan
kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan tahun 2015 sebagaimana

terdapat pada tabel dibawah ini.
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daya aparatur yang 100% 3.555.191.100,00
professional yang Tersedianya sarana / Program Pelayanan
didukung dengan sarana prasarana kantor Administrasi Perkantoran
dan prasarana yang Tersedinya jasa '
memadai pendukung administrasi
perkantoran
Tersedianya sarana dan 9 Unit
prasarana yang memadai Tersedianya Sarana / 2 Unit Program Peningkatan | 75.901.863.467,40
prasarana gedung kantor Sarana dan Prasarana | -
yang dibangun Aparatur
Tersedinya Kendaraan
dinas / operasional
Menciptakan sumber Program Peningkatan 37.500.000,00
daya aparatur yang Tersedinya Sarana dan 75Lembar | Kapasitas.Sumber Daya
professional yang prasarana aparatur Aparatur
didukung dengan sarana
dan prasarana yang
memadai
Meningkatnya Data 100 % Program Peningkatan 162.924.450,00
Iventarisasi Aset Terwujudnya Pengembangan Sistem
inventarisasi aset Dinas Pelaparan Capaian
Pekerjaan Umum Kab. Kinerja dan Keuangan.
" Bulungan
Meningkatnya kualitas Program Pembangunan 107.046.599.650,0
Prasarana Jalan Raya Tersedianya jalan yang 53.100KM | Jalan dan Jembatan 0
di bangun ( kondist 16 Unit
tanah)
- Tersedianya Jembatan
Meningkatnya Program Pembangunan
pengelolaan drainase Terbangunnya Sistem 2397,80 M | Saluran Drainase/ 2.666.336.601,00
’ drainase yang preduldif - - 4 Gorong-Gorong -
Meningkatnya kualitas - ’ o Program Rehabilitasi / - »
prasarana jalan raya Terciptanya jalan aspal 0475 Km | Pemeliharaan Jalan 1.082.600.000,00
yang terpelihara dan Jembatan
Terciptanya kawasan 5793 M Program
food estate - Tersedianya tanggul Pengembangan dan 9.283.490.000,00
pembatas sungai 246 M Pengelolaan Jaringan
yang di bangun Irigasi, Rawa dan
Terciptanya perindungan - Tersedianya Jaringan | 3.910 M Jaringan Pengairan
unfuk konstruksi sheet Irigasi yang memadai P=34M Lainnya
pile - Tersedianya Jaringan T=25
Irigasi yang memadai M
- Terlaksananya
nomnalisasi sungai
Terciptanya aliran 1723M Program
permukaan yang fancar Tersedinya dan Pengembangan, 1.626.225.000.,00
meningkatnya fungsi Pengelolaan, dan
sungai / kanal Konservasi Sungai,
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danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
1 Meningkatnya kualitas : 16 Unit Program .
0 jasa pelayanan prasarana Tersedinya Prasarana Pengembangan Kinerj
air bersih dan limbah. dan Sarana Air Minum Pengelolaan Air Minuqr: 11.964.239.150,00
.| yang di bangun dan Air Limbah
1 Penanggulangan Erosi 3470 M Program Pengendalian
1 dan Banjir pada bantaran Tersedinya Panjang 4 grib Banjir
sungai tanggul sungai yang di 109 M
bangun bronjong §3.967.179.419,50
1 Meningkatnya Program
2 pengembangan wilayah - Pembuatan dan 678 Buah Pengembangan 1.995.518.430.00
strategis cepat tumbuh pemasangan patok Wilayah Strategis dan e
garis sempadan Cepat Tumbuh
bangunan
- Tersedinya
Infrastruktur nifai cepat
tumbuh
1 Meningkatnya 3.212,80 Program Pembangunan
3 pengembangan Terciptanya Sarana N Infrastruktur Perdesaan 4.412.703.700,00
Infrastruktur Perdesaan Lingkungan Pemukiman 6.417.227.490.00
yang di bangun 10 Unit ’
Terciptanya Sarana dan
Prasarana Air Bersih
yang di bangun { DAK
Intrastruktu Sanitasi )
1 Meningkatnya kualitas
4 prasarana jalan raya - Tersedianya jalan yang 131.054 Program Pembangunan 264.279.106.848,5
. diingkatkan ( kondisi Km Jalan dan Jembatan 6
agregat ) 130.621
- Tersedianya Jalan yang Km
ditingkatkan ( kondisi
Aspal) 1.595
- Jalan yang di tingkatkan Km
{ Kondisi Rigid
Pavement) 1 Unit
- Gorong — Gorong
yang di Bangun
1 Meningkatnya Sarana 3 Unit Program Peningkatan
5 dan Prasarana- Olahraga Terciptanya Sarana dan Sarana dan Prasarana -37.170.914.980,00
o prasarana olah raga * Olahraga - '
yang dibangun ’ A
1 Meningkatnya 9.914,26 Program
6 | Pengembangan Terciptanya Sarana dan M3 Pengembangan 2.401.298,078,59
Perumahan prasarana perumahan Perumahan ‘
yang dibangun
1 Meningkatnya Pembinaan 100 % Program Pembinaan 189.324.980,00
7 dan Pengendalian Tersedianya Validasi dan Pengendalian
Konstruksi Daerah ‘Surat ljin Jasa Konstruksi Konstruksi Daerah
( SIWK)
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b Pengukuran Capaian Kiﬁerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

. Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 223) menyatakan bahwa : “kinerja merupakan
catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang
dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedang_kan kinerja suatu jabatan secara
keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan
yaﬁg dilakukan™.

Capaian kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai
(output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta
strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan
digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode
tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran
kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data
kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam
satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan
untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem
péngumpulan dafa kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode p:engumpulan data-

kinerja

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan tahun 2015
merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Kementerian
PPN/Bappenas 2011-2015. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan mempunyai tugas pokok melakukan
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koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum yang

_ meliputi Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya dan Bidang Sarana Lingkungan serta

melaksanakan Ketata usahaan Dinas Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan

dicapai untuk tahun 2015, adalah:

1). | Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana
strategis yang sudah  ditetapkan pemeﬁntah daerah.

2). Perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengolahan, pembinaan umum,
pemberian bimbingan dan perizinan.

3). Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum yang
meiliputi Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya dan Sarana Lingkungan.

4). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekeljz_l_an Umum.

5). Pelakéanaém pelayanan teknis administrasi tata usaha dinas. |

6). Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

: Keqham‘ tujuan’ dan sasaran tersebut‘meru_pakan gambaran keberhasilan atas
penca;.)'aian‘kinelj-a Dlnas Pekerjaan Umﬁm Kabupaten Bulungan sesuai denéan tugas
pokok dan fungsinya dalam menghasilkan program dan kegiatan. Dari keenam tujuan
dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan tersebut, telah ditetapkan

target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Sedangkan hasil wawancara dengan Informan IV, beliau mengatakan bahwa

kurang koordinasi antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan para pegawainya.
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Sehingga tidak ada tolak ukur dalam menentukan indicator kinerja anggaran. Haoran
Lu (1998) dalam penelitiannya Performance Budgeting Resuscitated: “Why is it still
inviable? ”, menjelaskan hal-hal yang mendukung ketercapaian dan implementasi
Pelﬁ)fmance Based Budgeting, salah satunya ’adglah kualitas pengukuran kinerja yang
baik. Setelah meninjau studi yang ada pada kinerja anggaraﬁ, ia membuat kesimpulan
bahwa buruknya penéukuran kinerja dari pembuat anggaran itulah yang membuat

pengimplementasian kinerja anggaran selama ini kurang berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang mengacu pada perencanaan dan
perjanjian kinerja serta pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bulungan, maka pembahasan hasil penelitian tersebut adalah:

a. Pengelolaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran merupakan pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode-waktu tertentu yang dinyatakan
dalam ukuran financial. Anggaran public berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan
dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara
singkat dapat d1nyatakan bahwa anggaran pubhc merupakan suatu rencana financial
yang menyatakan:
1). Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan
berapa banyak
2). Bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut
(pendapatan).
Pengelolaan anggaran mempunyai pengaruh yang kuat pada peningkatan

perilaku kinerja pegawai untuk dapat bekerja lebih baik, sehingga dapat meningkatkan
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keefektivan organisasional dan memberikan keunggulan kompetitif. Schuler dan
Jackson (1987) meunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tepat
dapét menjédi faktor péndorong meningkatnya penyebaran persepsi baik di dalam
maupuﬁ di luar organisasi. Pengelolaan anggaran dapat digunakan u_.ntuk
meningkatkan pényebaran persepsi diantara karyawan sehingga persepsi yang baik
dalam pelayanan karyawan dapat digunakan untuk membentuk persepsi konsumen
terhadap produk yang dihasilkan perusahaan.
Pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umﬁm Kabupaten Bulungan yaitu
- mempergunakan seluruh anggaran untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umuﬁl Kabupaten
Bulungan di bidang perencanaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi termasuk
pelaporan. Walaupun pagu anggaran sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan
dituangkan dalam LAKIP dan renstra guna memudahkan Dinas Pekerjaan Umum
Kﬁbupaten Bulungan dalam penyusunan program kerjanya, nyatanya hal itu belum
menjadi semacam panduan oleh instansi dalam penyusunan program kerjanya.
- Identifikasi kode program kerja perlu diterapkan. Tindakanr lebih tegas berppa
peﬁolakan pfroérém kerja perlu dilakukan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten
Buhingari dalam penyusunan anggaran dan program kerja yang dilakukan oleh
masing-masing bidang, agar penyusunan anggaran dan program ketja menjadi selaras
dan terarah. Karena selama ini, menurut penuturan salah satu pimpinan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, walaupun suatu program kerja tidak terkait
sama sekali dengan LAKIP ataupun renstra, asalkan anggaran tercukupi anggaran

akan tetap diberikan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan II dengan
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peneliti:  Perencanaan pengelolaan anggaran merupakan tahapan awal dari
pelaksanaan  suatu kegiatan. Pada tahap ini ditetapkan tujuan/ sasaran, cara
pelaksanaan, kebutuhan tenaga dan dana, waktu pelaksanaan dan persyaratan serta

* peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan II bahwasanya dalam setiap
pelaksanaan suatu kegiatan harus dilakukan suatu perencanaan dalam pengelolaan
anggaran. Sehingga program kerja menjadi selaras dan terarah. Namun hasil
wawancara dengan Informan III menggambarkan hasil yang kurang baik mengenai
pengelolaan anggaran. Beliau mengatakan bahwa:

Cara kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan masih cenderung
menggunakan penganggaran yang bersifat tradisional. Kegiatan-kegiatan yang
terlaksana Selama tidak melebihi RKAT dari suatu periode anggaran itu
sendiri, masih baik-baik saja untuk dijalankan. Sedangkan kegiatan yang tidak
termuat dalam RKAT sebelumnya biasanya menggunakan anggaran dari unit
kerja yang anggarannya masih utuh/ belum terpakai melalui persetujuan
penggunaan dari yang punya anggaran terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan III, penulis menyimpulkan

bahwa anggaran tradisional bersifat ihcfementalism yaitu hanya me_nambah atau
mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya
dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan
besarnya penembahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
Pendekatan semacam ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan riil,

namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan

karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dij adikan
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sébagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan
yahg wajar

Kemudian hasil wawancara yang didapét peneliti dengan Informan IV beliau
menjelaskan Bahwa: Beberapa bidang belum melakukan perencanaan sesuai renstra,
satu bidang sudéh sekitar 80% program kerjanya sesuai renstra daﬁ satu lagi sudah
sesuai renstra. |

Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat multitafsir dimasing-masing bidang
tentang penjabaran renstra pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupéten Bulungan ini. Penyusunan rencana kerja dalam pengelolaan anggaran yang
seharusnya tetap pada jalur yang sudah dibuat sesuai LAKIP dan renstra, ménjadi
sedikit menyimpang dalam penyusunannya.

Kemudian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Dinas Pekerjaan Umum
hérus melakukan identifikasi lebih lanjut saat penyusuhan program'kelja pada semua
bidang. Sehingga kedepannya tidak lagi ada multitafsir dimasing-masing bidang

_ tentang penjabaran rens__tré penggloléan anggaran di Dings Pekerjaan Umum
| ‘Ka‘b.upaten Bulungaﬁ' yang mengakibatkan tidak tércapainya program ke-lea yang telah
direncanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan
(2009) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengelolaan Anggaran
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV

PRIANGAN, hasil dari penelitiannyai menunjukkan bahwa penganggaran berbasis
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kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja -instansi
pemerintah

Berdasarkan pendapat terebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa
pengelolaan anggaran dilakukan atas laporan kinerja. Pimpinan bisa melakukan
evaluasi schingga bisa mengetabui dan menganalisis upaya pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Manakala terjadi penyimpangan atau hambatan dalam implementasi
dalam pengelolaan anggaran, maka pinipinan bisa mengambil langkah atau kebijakan
untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan tersebut.

b. Faktor- faktor dan kendala dalam Kinerja Anggaran di Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bulungan

Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem
penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi,
misi, dan rencana strategis organisaéi Bastian (2006;171).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi
manajemen untuk mengaitkan .setiap p_endanaan yang dituangkan dalam kegiatan —
kegiatan dengan keluaran dan hasil - yang dihérapkan termasuk eﬁsieﬂsi_ dalam
pencapaian hasil dari keluaran tersebut Kurniawan (2009).

Program pada anggaran berbésis kinerja didefinisikan sebagai instrumen

. kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan-yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
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Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan
anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut
mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi
péda kepentingan publik ( Mardiasmo, 2002:105).

Proses penyusunan anggaran daerah terlebih dahulu mengakomodir dan
menyeleksi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam jangka waktu tertentu
sehingga angka-angka yang tercantum dalam anggaran scbanding dengan
pemenuhuhan .atas kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran berbasis kinerja
menghendaki terciptanya program dan kegiatan yang baru (z'novasf) dan strategi untuk
ﬁenyi%ati keterbatasan sumber daya.

Belum optimalnya beberapa pencapaian kinerja Pekerjaan Umum dikarenakan
beberapa kendala yang dihadapi, yaitu namun adanya hambatan/kesulitan dalam
pelaksanaan kegiatan yang secara umum meliputi :

- Kurangnya personil yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
terutama pegawai yang masih kurang di karenakan adanya pemt_)gntukan Provinsi
Kalimantan Utara dan mutasi ke SKPD lain dan adanya pénihgkataq volume

' kegiatan yang semakin meningkat.

- Pengadaan bahan/material bangunan yang sebagian besar harus di datangkan dari
luar daerah serta faktor cuaca yang disertai curah hujan yang cukup tinggi,
sehingga sebagian kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu
dan selanjutnya yang tetjadi adalah mengajukan permohonan untuk perpanjangan

waktu/ addendum kontrak.
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Untuk mengatasi kendala tersebut diatas, secara aktif telah diupayakan untuk
diperbaiki oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dengan

upaya yang dilakukan adalah :

a. Meningkatkan peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam
mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan
sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika

perubahan lingkungan strategis..

b. Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Dinas Pekerjaan Umum agar dapat
cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (early warning system)
terhadap perubahan lingkungan strategis nasional maupun regional sehingga dapat
segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan

" pembangunan..

c. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan .Fokus tersebut
dﬂéksanakan melalui ﬁpaya perbaikan tata laksana (business process), optimalisasi
organisasi (rfi;ghtsizing), peningkatan kapasitas sumber daya mangsia,' dan _
optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.

d. Melakukan koordinasi dengan stackholder sebagai pengambil kebijakan dan
membangun komunikasi yang baik dengan pihak ke tiga dalam rangka percepatan

pembangunan.
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e. Adanya penambahan peréénil dari tenaga kontrak untuk menggantikan pegawai
yang pindah sehingga volume kegiatan yang meningkat dapat dilaksanakan dan
dapat meningkatkan kinerjannya.

f. Melakukan percepatan pelaksanaan tender, agar yang di harapkan dapat terhindar
dari faktor curah hujan tinggi yang biasanya terjadi péda bulan-bulan tertentu. Dan
dapat memperlancar mobilisasi bahan bangunan baik yang di datangkan dari luar
daerah maupun dalam daerah sendiri.

Kemudian permasalah lain yang ditemukan oleh peneliti adalah masalah
kultural. Koordinasi terkait dengan berbagai kegiatan perencanaan dan pelaporan
tidak mudah untuk dilakukan, meski masih bisa diperbaiki dimasa mendatang.
Perubahan yang dibutuhkan tidak akan datang dalam waktu satu atau dua tahun, akan
tetapi dapat dilakukan dalam jangka menengah dan jangka panjang melalui
pembudayaan yang konsisten dan serius. Ada beberépa kepala seksi yang belum
melihat betapa kritisnya melaksanakan anggaran yang berbasis kinerja. Oleh sebab itu

ketika dalam tataran sosialisasi sudah disampaikan kepada para kepala seksi dan para

. kasubbﬁg sudah merencanakan implementasinya. Implementasinya tidak dilaksanakan

secara serius supaya kegiatan ini bisa terlaksana tanpa cacat. Seberapa pentingnya
pelaksanaan system kinerja anggaran ini mungkin baru terlihat kira-kira 50% saja.
Jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan belum melihat tingkat
urgensi dalam melaksanakan kegiatan ini.

Permasalahan kultur ini merupakan salah satu hambatém untuk menerapkan

system kinerja anggaran yang bersifat internal atau permasalahan dari dalam,
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permasalahan dasar dari instansi itu sendiri, namun secara perlahan permasalahan

yémg bersifat mengurangi efektifikas kinerja anggatan ini dapat dihilangkan dengan

cara:

- Melakukan gaya kepemimpinan dengan keteladanan

- Menerapkan system reward and punishment

- Melakukan manajemen secara horizontal, lebih banyak yang bersifat
kerjasama koordinasi

- | Orientasi kerja pad;':l peningkatan kualitas

- Manajerrien / administrasi melakﬁkan enyempurnaan terus menerus
Permasalahan terakhir yang ditemukan peneliti dari hasil wawancara dengan

beberapa Informan dalam pengelolaan kinerja anggaran adalah masalah komunikasi

antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dengan para pegawainya.

Kurangnya komunikasi mengakibatkan terhambatnya sistem pengangéara.ﬁ ini.

Masalah korriunikasi menjadi hal yang krusial dalam penyampaian suatu konsep/ ide

baru dalam-sebuah organisasi. Apabila komunikasi- antara organisasi induk dan anak

buruk, maka impiémentasi kdnsep/ ide térsebuf akan sulit berjalan. Permasalahan ini

dapat berkurang apabila pimpinan dan pegawai dapat bekerjasama dengan baik.

Sedangkan hasil wawancara dengan Informan IV, beliau mengatakan bahwa:
Kurangnya koordinasi antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan para
pegawainya. Sehingga tidak ada tolak ukur dalam menentukan indicator kinerja

anggéran.
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- Peneliti meﬁemukan bahwa faktor sulitnya pelaksanaan »indikator kinerja
anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan karena belum ada suatu
kejelasan dari Kepala Dinas sebagai pembuat kebijakan mengenai indikator seperti
apa yang seharusnya jadi ukuran keberhasilan suatu kegiatan. Dalam prakteknya,
variable ukurnya masih belum baku, interpretasi masing-masing pembuat laporén dan

terkesan sebagai pelengkap administrasi belaka.

Seharusnya pengukuran kinerja menjadi hal yang diperhatikan setelah
pengelolaan/ pelaksanaan realisasi anggaran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan sehrusnya menfasilitasi
bidang/ unit kerja dibawahnya dengan key performance indicator yang baik agar dapat
menyusun dan menilai kinerja anggaran dari suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut

selesai direalisasikan, sebagai bahan evaluasi dikemudian hari.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2011)
melakukan penelitian dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian

Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Aklmtablhtas Kinérja Pemerintah Daerah

| Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan.
Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan
sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian akuntansi), variabel yang mempunyai

pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3).
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Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa ketika perencanaan anggaran

serta pelaporan kinerja yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar

pula akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan. Sehingga
untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukakan perencanaan anggaran
yang baik, evaluasi serta kerjasama antara plmpman serta pegawai. Karena
perencanaan, evaluasi dan kerjasama merupakan pondasi dalam menentukan
keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi.
c. Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performancé
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian
kinerja (prestasi kerja) menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001 : 67) adalah :
“hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan
kepadanya”. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Terus melakukan
peningkatan kompetensi SDM para pegawai agar dapat cepat tanggap dalam
memprediksi atau mendeteksi dini (early warning system) terhadap perubahan
lingkungan strategis nasional maupun regional sehingga dapat segera
mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan
pembangunan, sehmgga hasil kerjanya dapat tercapai sesuai dengan tugas serta -
tanggung jawabnya masing masing
Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 223) menyatakan bahwa :
“kinetja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai
tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-
rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan®.
Artinya rencana kinerja anggaran ini mengungkapkan seluruh target kinerja

yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang
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berSaﬁgkutan' serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja anggaran ini
'merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja anggaran
penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja
ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan
kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan d'ata» kinerja. Data kinerja tersebut
merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan
diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka
instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinelja; yaitu
tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Berdasarkan rencana
strategis yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan,
setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini
merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang didalamnya memuat
seluruh indikator dan target kinerja yané hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana
kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan
.k_egagala_n Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam menyelenggarakan
kinerja anggaran untuk satu periode tahunan. ' |
Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungari menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil —

hasil (outcome) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang

" disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat

merefleksikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran

strategis maupun rencana kinerja tahunannya. Berdasarkan pada rencana kinerja
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tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, rencana anggaran tahunan

yang telah disetujui dan renacana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja.

Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat kepada

pihak yang menerima amanat tentang target —target kinerja yang akan dicapai dalam
! kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang tel,é.h ditetapkan daﬁ nantinya
akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran setiap tahunnya. Dari hasil
wawancara penulis dengan informan II, beliau mengatakan:

Evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai dasar untuk pengendalian segala
aktivitas yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.
Pengendalian ini berupa evaluasi terhadap penyimpangan dari pelaksanaan
anggaran dan penjelasan mengenai penyimpangan tersebut. Sehingga dapat:
dilakukan tindakan perbaikan berupa, perbaikan pelaksanaan, perbaikan
B anggaran, perbaikan program atau perumusan kembali strategi untuk mencapai
i tujuan instasi. Selain itu, evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

‘ Bulungan bisa dilihat dari adanya prestasi kerja yang mencakup kepada
efisiensi dan efektif tidaknya suatu pusat pertanggungjawaban menjalankan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi sampai sekarang belum
adan satu unit kerja khusus/ kegiatan yang bersifat formal ditiap-tiap bidang
yang berfungsi sebagai alat evaluasi unit kerja.

Evaluasi kinerja anggaran anggaran sebagai instrument pengendalian
d_i_gﬁnakan untuk ménghindéri _adan_ya overspending, undeispending ‘dan
| misappropriatiéh (salah sasaran) dalam pengalokasian anggaran padé bidang rlain yang
bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi
keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan. Pengendalian dilakukan
dengan; membandingkan kinerja aktual dengan yang dianggarkan, menghitung selisih

! anggaran, menentukan penyebab baik selisih anggaran, dan merevisi standar biaya

atau target anggaran berikutnya.
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Kemudian terdapat berbagai cara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bulungan untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawainya, salah satunya dengan

memberi pénghargaan kepada mereka yang telah bekerja dengan baik. Penghargaan
ini diberikan sebagai ajang pembinaax_l pegawai dan evaluasi bagi pihak Dinas-
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan terhadap kinerja personil dilapangan. Informan
IIT mengatakan:

Perlu adanya peningkatan Kkinerja pegawai. Yaitu dengan memberi

penghargaan kepada mereka yang telah bekerja dengan baik. Karna ada

kaitannya dengan kinerja anggaran. Apabila inputnya bagus, maka output yang

dihasilkan pun akan sesuai dengan target yang diinginkan dalam pelaksanaan

kinerja anggaran

Dari hasil wawancara dengan informan III, penulis menyimpulkan bahwa
evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk
rencana maupun realisasi. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan terus
melakukan perbaikan terhadap penyimpangan dari pelaksanaan anggaran. Yaitu
dengan cara melakukan tindakan perbaikan berupa: perbaikan pelaksanaan, perbaikan
' é - anggaran, perbaikan progfe_lm atau péruniixsaﬁ kembali strategi untuk mencapai tujuan
' instasi. Salah satu contohnya dengan dengah memberikan penghargaan kepada
pegawai yang telah bekerja dengan baik sehingga menjadi motivasi untuk
meningkatkan kinerja.

Kemudian dapat disimpulkan oleh i)eneliti bahwa ketika kinerja séseorang

baik, maka akan menghasilkan suatu motivasi serta lebih meningkatkan kemampuan

para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Karna kinerja adalah hasil kerja
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; . seéeorang yang dicapai sesuai dengan beban dan tanggungjawabnya, maka hal ini
| séngat berpengaruh terhadap kinerja anggaran yang ciilakukan oleh Dinas Pekerjaan
! - Umum Kabupaten Bulungan. Ketika pelaporan/pertanggungjawaban aﬁggaran yang
' ~ dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntab_ilitas kinerja
g instalis_i .pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinélja perlu
| dilakukakan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan terkait dengan pelaploran/pertanggungi awaban anggaran.
e Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muda
(2005) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Perencanaaﬁ Anggaran dan
Pelaksénaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Skretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan dan terdapat pengaruh
Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan.Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh

 bahwa t hitung 27,697 > t tabel 1,645. Terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran dan
! Pelaksanaan Anggaran secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pémbahasan penelitian ini, kesimpulan

Kinerja Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, adalah sebagai

berikut:

1.

Pengelolaan anggaran

a..

Identifikasi kode program kerja perlu diterapkan. Tindakan lebih tegas
berupa penolakan program kerja yang tidak sesuai perlu dilakukan
Dinas pekerjaan Umum» Kabupaten Bulungan dalam penyusunan
anggaran dan program kerja yang dilakukan oleh masing-masing
bidang, agar penyusunan anggaran dan program kerja menjadi selaras
dan terarah. |

Pengelolaan anggaran masih menggambarkan hasil yang kurang baik.
Karena cara kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
masih cenderung menggunakan penganggaran yané bersifat tradisibh‘al.
anggaran tradisional bersifat incrementalism yaitu hanya menambah
atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah
ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai
dasar untuk menyesuaikan besarnya penembahan atau pengurangan
tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan semacam ini tidak

saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan riil, nhamun juga dapat

101
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mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan
karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya
yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini
telah didasarkan atas kebutuhan ‘yang wajar

Masih terdapat multitafsir dimasing-masing bidang tentang penjabaran
renstra pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan ini. Penyusunan rencana kerja dalam pengelolaan anggaran
yang seharusnya tetap pada jalur yang sudah dibuat sesuai LAKIP dan

renstra, menjadi sedikit menyimpang dalam penyusunannya.

Faktor- faktor serta kendala dalam kinerja anggaran di Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bulungan diantaranya:

a.

Kurangnya personil yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan terutama pegawai yang masih kuraﬁg di karenakan adanya
pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan mu_tasi ke SKPD lain dan
adanya pe_ningkatan volume kegiatan yang semakin meningkat.

Pengadaan bahan/material bangunan yang sebagian besar ‘harus di
datangkan dari luar daerah serta faktor cuaca yang disertai curah hujan
yang cukup tinggi, sehingga scbagian kontraktor tidak dapat
menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan selanjutnya yang terjadi
adalah mengajukan permohonan untuk perpanjangan waktu/ addendum

kontrak.
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c. | Kultural: Pelaksanaan tertib administrasi belum menjadi budaya
tersendiri di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan. Ada
beberapa kepala seksi yang belum melihat betapa kritisnya
melaksanakgn anggaran yang berbasis kinerja. Oleh sebab itu ketika
dalam tataran sosialisasi sudah disampaikan kepada para kepala seksi
dan para kasubbag sudah merencanakan implementasinya.
Implementasinya tidak dilaksanakan secara serius supaya kegiatan ini
bisa terlaksana tanpa cacat.

d. Komunjkési : Kurangnya komunikasi serta kerjasama dilingkup Dinas

Pekerjaan umum Kabupaten Bulungan

3. Kinerja anggaran masih belum diterapkan secara benar, dalam hal:

a. Perencanaan: renstra yang berfungsi menupjukkan arah melangkah
Dinas Peké;jaan umum Kabupaten Bulungan kedepan, belum
sepenuhnya menjadi panduan Kasubag keuangan dalam penyusunan

. program kerjanya.

b. -'Realisaéi' : _Renstra untuk mengatur realisasi sudah dibuat oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, namun masih banyak
pegawai yang kurang mematuhinya, sehingga pelaksanaaﬁ realisasi
anggaran menjadi kurang tertib.

c. Pengukuran: masih sulitnya menentukan menyusun indicator kinerja
anggaran yang baik, sehingga pengukuran kinerja masih sulit untuk»

dilakukan:
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Evaluasi : belum adanya satu unit kerja khusus/ kegiatan yang bersifat
formal ditiap-tiap bidang yang berfungsi sebagai alat evaluasi unit kerja
yang lainnya.

Berdasarkan pada rencana kinerja, Dinas Pekeljaan Umum Kabupaten
Bulungan menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk
mewujudkan hasil — hasil (outcome) yang akan dicapai dalam tahun
yang bersangkutan dengan cara melakukan evaluasi kinerja. Akan
tetapi belum ada satu unit kerja khusus/ kegiatan yang bersifat formal
ditiap-tiap bidang yang berfungsi sebagai ﬂat evaluasi unit kerja yang

lainnya.

Berikut ini beberapa saran yang telah dirumuskan peneliti sebagai masukan

dalam melakukan kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bulungan:

Praktis

a.

Identifikasi lebih lahjut saat penyusunan 'pfd gram kerja perlﬁ dilziicukan—
secara bersama —sama dari tingkat bidang masing masing yang ada di
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan. Tindakan lebih tegas
berupa penolakan program kerja perlu dilakukan Dinas pekerjaan
Umum Kabupaten Bulungan dalam penyusunan anggaran dan program
kerja yang dilakukan oleh masing-masing bidang, agar penyusunan

anggaran dan program kerja menjadi selaras dan terarah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




105
43197.pdf

b. Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan identifikasi lebih lanjut saat
penyusunan program kerja pada semua bidang. Sehingga kedepannya
tidak lagi ada multitafsir dimasing-masing bidang tentang penjabaran
renstra pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan yang mengakibatkan tidak tercapainya program kerja yang

telah direncanakan.

C. Meningkatkan peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk
penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan

mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis..

d. Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Dinas Pekerjaan
.Umum agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi

dini (early warning system) terhadap perubahan lingkungan strategis
nasional maupun regional sehingga dapat segera mengambil langkah-

langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan..
e. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan

Fokus tersebut dilaksanakan melalui upaya perbaikan tata laksana
(business process), optimalisasi organisasi (rightsizing), peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pengelolaan sarana

dan prasarana.
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f.. Melakukan koordinasi déngan stackholder sebagai pengambil
| kebijakan dan membangun komunikasi yang baik dengén pihak ke tiga

dalam r_ahgka percepatan penibangunan.

| g Adaxiya penambahan personil dari tenaga kontrak untuk menggantikan
pegawai yang pindah sehingga v_ol,ume kegiatan yang meningkat dapat
dilaksanakan dan dapat meningkatkan kinerjannya.

h. Melakukan percepatan pelaksanaan tender, agar yang di harapkan dapat
terhindar dari faktor curah hujan tinggi yang biasanya terjadi pada
bulan-bulan tertentu. Dan dapat memperlancar mobilisasi bahan
bangunan baik yang di datangkan dari luar daerah maupun dalam

daerah sendiri.

i. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan serta perlu dilakukakan perencanaan anggaran
yang baik, evaluasi serta kerjasama antara pimpinan serta pegawai.
Karena perencanaan, evaluasi dan kexjasama merupakan pondasi dalam
menentukan keberhasilan étau kegagalan dalam _sebﬁah organisasi atau
instansi.

2. Teoritis

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas faktor—faktor lain yang

menjadi penyebab kendala dalam kinerja anggaran. Diharapkan juga penelitian

ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
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Daftar Personil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
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SD -

SLTP - Eselon II/b 1 Golongan I -
SLTA 17 Eselon II/a Golongan I1 12
D3 5 Eselon III/b 4 Golongan I 38
S1 27 Eselon IV/a- 14 Golongan IV 3
S2 4 Non Eselon 33 - -
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Tabel: 4.3

Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon
Berdasarkan Pendidikan

0 S2,4 Org

H SLTA, 17 Org

®SLTA
@D3
aos1
=52

N D3,50rg -

Kabupaten Bulungan
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Lampiran 4.4

Tabel 4.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
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Lampiran 4.5
Tabel 4.5.

Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
53
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Sumber: Arsip Sekretariat Umum Dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan

Berdasarkan analisa beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah

tersebut belum mencukupi kebutuhan.
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Foto Dokumentasi Wawancara Penelitian Kinetja Anggaran Pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bulungan
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KINERJA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
' BULUNGAN

RAHMAD IRIANSYAH
NPM. 500894752

|

i | PROGRAM PASCASARJANA ,
i- | PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)
| - : UNIVERSITAS TERBUKA

|

|

a | - TRANSKRIP WAWANCARA

(Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan)

L Pertanyaan mengenai Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bulungan

a.  Anggaran pendapatan dari berbagai kegiatan oprasional

1. Bagaimana proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan pendekatan
penganggaran yang berbasis kinerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan?
Jawaban :

) “untuk proses penyusunan RKAT dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja adalah
yaitu setiap anggaran yang disusun seluruh unit kerja diwajibkan untuk menetapkan
target kinerja, yaitu input, proses, output serta outcome dari setiap kegiatan yang
direncanakan agar anggaran yang terserap terkait dengan kinerja yang dibuat”

‘Rincian anggaran pengeluaran-

- Apa saja yang menjadi indikator keberhasilan suatu kegiatan? _ _
Jawaban : _
“yaitu keluaran yang dihasilkan dapat tercapai dengan maksimal dari anggaran yan
terserap dan kegiatan yang dijalani”

=

2. Apakah ada pelaksanaan evaluasi untuk setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana
maupun yang tidak terlaksana? Bagaimana cara pengukuran evaluasinya ?
Jawaban :
“ada, dan dilaksanakan setiap tahun sekali. Cara pengukuran evaluasinya intunya
dilihat apakah sudah sesuai dengan renstra atau belum”
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Adakah unit kerja khusus di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan untuk
menangani evaluasi kinerja dari unit kerja yang lain?

Jawaban :

“bukan unit kerja khusus sebenarnya. Tapi proses evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas,
Sekretaris, Kasubbag dan Kasi. Tapi itu biasanya dilakukan setahun sekali guna
mengevaluasi kinerja anggaran dalam kurun waktu itu, sehingga bisa digunakan dalam
tolak ukur gambaran kinerja anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
berikutnya”

Bagaimana hasil dari evaluasi kinerja kegiatan yang sudah terlaksana, apakah sudah
sesuai dengan renstra?

Jawaban :

“untuk hasil dari evaluasi kinerja kegiatan yang sudah terlaksana tentunya harus sesuai
dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan”

Implementasi

Apakah kegiatan-kegiatan yang termuat dalam RKAT Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan untuk tahun anggaran 2015 secara keseluruhan sudah sesuai dengan
Lakip ? jika belum, apa sebabnya?

Jawaban :

“beda ya RKAT denga LAKIP. Ukurannya beda-beda. Kalau mau dilihat apakah
memenuhi atau tidak yang bisa melihat hanya pimpinan”

Pertanyaan mengenai faktor-faktor dan kendala dalam  pelaksanaan kinerja
anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Anggaran pendapatan dari berbagai kegiatan oprasional

Standar biaya atau satuan biaya apa yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan sebagai patokan dalam penganggaran"

Jawaban : :

“kita merngusulkan standar bzaya sendm tetapi belum pernah dzsetujuz oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulungan. Patokannya tetap SBU, apabila ada yang terlalu besar
atau terlalu kecil, kita sesuaikan, yang penting reasonable saja buat kita. Menyesuaikan
kebutuhan yang ada”

Bagaimana proses penetapan pagu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan ?
Jawaban :
“pagu sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan™

Adakah ketentuan atau semacam SOP dari pusat administrasi keuangan agar Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan tertib melaksanakan anggarannya?

Jawaban :

“ada dan sudah disosialisasikan ke masing-masing bidang juga”

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




431 97.pdf- _
Anggaran Pengeluaran
Bagaimana proses pelaporan kinerja pada setiap kegiatan yang termuat dalam RKAT?

Jawaban :
“pertama kita tetap menunggu arahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

" Bulungan. Karna system sekarang sudah terkomputerisasi. Semua kegiatan itu sudah

masuk kedalam system, jadi kita tinggal ngambil dari situ saja. Da SIM-Kas dan SIPKA,
semua dikerjakan oleh bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.
Jadi secara simultan, kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksan akan otomatis masuk
kedalam system, jenis kegiatannya dan jumlah rupiah yang terserap™
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TRANSKRIP WAWANCARA

. (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan}

Pertanyaan mengenai Pengelolaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan.

Anggaran pendapatan dari berbagai kegiatan oprasional

Terkait dengan pengelolaan anggaran, apa sajakah sumber-sumber anggaran pendapatan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan?

Jawaban :

“Sumber dana yang kita kelola dari Dinas pekerjaan umum ini semuanya yang pertama
itu adalah pendapatan asli daerah dimana itu didapat dari restribusi-restribusi izin- izin

tertentu, salah satunya contohnya adalah izin mendirikan bangunan, kemudian dana

~ keuangan dari Provinsi atau kita kenal dengan dana Banqyu yang lain atau dana rekon -
‘tugas perubahan ditambah dengan dana APBN atau dana alokasi khusus. Itulah

sumber-sumber dana yang kita kelola dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bulungan
dari semua dana yang diperoleh -oh ditambah dari dana DAU terhadap alokasi umum

yang dituangkan dalam APBD”

. Apakah sumber-sumber anggaran yang diberikan mencukupi untuk pelaksanaan

program?.

Jawaban :

“belum mencukupi karena kegiatan terkadang tidak sesuai dengan anggaran™”

“Kalau bicara cukup tidak cukup jelas tidak cukup. Melihat kondisi keuangan sekarang,
disebabkan menurunnya anggaran mulai 2016 dibandingkan dengan Tahun 2015 dan
Tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan sehingga anggaran yang bisa
dikelola itu tidaklah cukup untuk melaksanakan program-progam pemerintah yang telah
ditetapkan”
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Anggaran Pengeluaran

Kapan anggaran Dinas Pekeljaan umum Kabupaten Bulungan dilaksanakan?

Jawaban :

“dda yang namanya kebijakan umum anggaran pagu pelaporan sementara, setelah kita
di berikan itu kita mencoba membuat usulan-ysulan khususnya untuk yang terkait,
dengan APBD. Dan juga kita menunggu dari kementrian keuangan dan atau kementerian
PU daripada dana aokasi khusus termasuk juga banqyu. Nah setelah ada pagu anggaran
tersebut, barulah kita membuat rancangan”.

Bagaimana proses anggaran pengeluaran Dinas Pekeqaan Umum Kabupaten Bulungan
dilaksanakan?
Jawaban :

" “RKA dilakukan dan disetujui oleh tim anggaran pemerintah daerah dan tim anggaran

dari pemerintah pusat kemudian nanti berjalan dituangkan dalam DPA”

Terkait dengan proses, bagaimana daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan?

Jawaban :

“Untuk daya serap pertriwulan itu sudah sangat baik, sehingga mengingat juga karna
kegiatan yang kita kelola ini tidak banyak sehingga pada saat akhir tahun anggaran
ralisasi kegiatan sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan progress kegiatan 100%
dan keuangan 100%”

Pertanyaan mengehai Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan

Anggaran pendapatan dari berbagai kegiatan oprasional

Bagaimana proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan pendekatan
penganggaran yang berbasis kinerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan?

Jawaban :

“Na jadi kalo untuk proses anggaran ini setiap tahun kita melakukan ada yang namanya
musrembang, mulai dari tingkat desa sampai dengan Nasional. Nah dimana dalam

. kegiatan kegiatan tersebut itu nanti dituangkan dalam renstra terkait dinas PU nanti

didalam renstra lima tahunan na renstra lima tahunan ini mengacu kepada RPJMD
maupun forum RKBD. Nah setelah diolah kemudian semua kegiatan yang ada, pada
renstra itu dan turun di renja (rencana kerja). Nah itulah yang coba kita masukkan ke

.usulan-usulan kepada dana banqyu”

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Anggaran Pengeluaran

Bagaimana proses penyusunan rencana ketja dan anggaran tahunan dengan pendekatan
penganggaran yang berbasis kinerja?

Jawaban :

“awalnya satuan kerja menentukan terlebih dahulu mana jenis kegiatan yang sifatnya
rutin, dan harus terlaksana. Yang selanjutnya dimasukkan kekelompok tahap I seperti
g4qji, tunjangan structural, dsb. Selanjutnya penyusunan kelompok kegiatan II yang
sifatnya tidak rutin, kegiatannya meliputi rapat, seminar, dsb. Kemudian besaran beban
ditentukan, tetapi kata putusnya tidak sampai hanya ditingkat bidang, namun sampai

‘kekeuangan, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gaji, honor

dsb. Sampai mencapai kata sepakat antara bidang dengan bagian keuangan dengan
mempertimbangkan pendapatan dan pengeluarannya™

Bagaimana cara mengukur kinerja kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana ?

Jawaban :

“harus didefinisikan dulu, misalnya pengadaan suatu kegiatan variable ukurnya apa,
tetapi dalam prakteknya, variable ukurnya masih belum ba,

Rincian anggaran pengeluaran

Apa saja yang menjadi indikator keberhasilan suatu kegiatan?

Jawaban :

“cukup bervariasi. Tetapi apabila kegiatan yang telah direncanakan berbeda dengan
pelaksanaannya, penanggung jawan kegiatanlah yang seharusnya merancang indicator
keberhasilannya. Tetapi itu belum pernah dilakukan sampai saat ini” '

Apakah ada pelaksanaan evaluasi untuk setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana

maupun yang tidak terlaksana? Bagaimana cara pengukuran evaluasinya ?
Jawaban : _ _
“belum ada kegiatan yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja masing masing

bidang; yang ada hanya duduk sama-sama berdiskusi tentang kinerja yang sifatnya tidak

formal”

Adakah unit kerja khusus di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan untuk
menangani evaluasi kinerja dari unit kerja yang lain?

Jawaban :

“belum ada. Masih dalam tahap perencanaan akan tetapi belum terealisasi hingga
sekarang”

Implementasi

Apakah keglatan—keglatan yang termuat dalam RKAT Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan untuk tahun anggaran 2015 secara keseluruhan sudah sesuai dengan
Lakip ?

Jawaban :

“sebagian besar kegiatan-kegiatan kita sudah sesuai dengan LAKIP”
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Apakah hasil dari evaluasi sudah sesuai dengén RENSTRA?
Jawaban :
“belum, tetapi sebagian besar program kerja kita sudah mengacu renstra’

Pertanyaan mengenai faktor-faktor dan kendala dalam pelaksanaan Kinerja
anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Anggaran pendapatan dari berbagai kegiatan oprasional

Bagaimana proses penyusunan pelaporan kinerja (LAKIP) pada setiap kegiatan yang
termuat dalam RKAT/DPA dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan ke
Kantor Bupati Kabupaten Bulungan?

Jawaban :

“disusun berdasarkan laporan pada tiap masing-masing bidang, dikumpulkan dan
diolah, lalu dibuat LAKIP melalui system, kemudian diserahkan kepada kantor Bupati

Kabupaten Bulungan sebagai bahan laporan”

Anggaran Pengeluaran

Adakah pelaksanaan evaluasi dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
untuk setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun yang tidak terlaksana? Jika
ada apa tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut?

Jawaban :

“untuk evaluasi biasanya dilakukan ditingkat bidang masing-masing menggunakan
LAKIP yang sudah kita susun. Sebagai acuan untuk melakukan penganggaran ditahun
berikutnya”

Standar biaya apa yang digunakan sebagai patokan dalam penganggaran?

Jawaban :

“Kalau satuan biaya kami sendiri punya pedoman yang mengacu. kepedoman Dinas .
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan juga secara umum. Dinas Pekerjaan Umum -
Kabupaten Bulungan sendiri ada dari menteri keuangan. Tapi kami menyesuaikan

dengan kemampuan keuangan kami”

Bagaimana poses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan pendekatan
penganggaran yang berbasis kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan?

Jawaban :

“berdasarkan renstra itu, kita lihat mana yang belum tercapai. Kalau tidak tercapai, ya
nyambung lagi ke Tahun berikutnya”

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Bagaimana proses penyusunan pelaporan kinerja (LAKIP) pada setiap kegiatan yang
termuat dalam RKAT?

Jawaban :

“LAKIP kita yang mengerjakan dari keuangan. Jadi data realisasi kegiatan yang ada
kita masukkan dalam SIMDA. Nanti disana sudah ada semacam formnya untuk kita isi.
Data realisasi yang kita masukkan otomatis terhitung dala prosentase dari anggaran
yang sudah ditetapkan. Setelah itu kita serahkan kepada bidang yang bersngkutan untuk
diperiksa. Kadang masih ada bidang yang merasa mereka melakukan kegiatan yang
mereka anggarkan itu, tetapi tidak tercermin dalam LAKIP yang kita susun. Hal-hal
seperti itu yang menjadikan antara keuangan dan bidang menjadi kurang sinkron”

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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1
P L Pertanyaan mengenai Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
|

Bulungan

fla. Anggaran pendapatan dari berbagai kegiatan oprasional

. Bagaimana cara mengukur kinerja kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana?
Jawaban :

“Kita lihat indicator-indikator kegiatan yang sudah disusun, namun itu juga masih sulit
karena penyusunan indicator masih belum dilaksanakan secara benar. Kita tidak bisa -
hanya melihat dari jumlah rupiah yang lterserap saja, karena belum tentu -misalnya
5 jumlah rupiah yang terserap 50% tapi egiatan tersebut dikatakan kurang berhasil. Bisa

’ jadi itu adalah sangat efektif” _

2. Bagaimana upaya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan untuk menyelaraskan
kegiatan yang disusun dalam RKAT agar sesuai dengan renstra Dinas Pekerjaan Umum?
Jawaban :

“%ita sesuaikan renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, lalu kita

" masukkan - kedalam RKAT yang ada. Selebihnya yang tidak ada dalam renstra itu
merupakan kegiatan spesifik dari masing-masing bidang. Seperti kegiatan bersama
organisasi dalam lingkup bidang masing-masing, itu tidak ada dalam domain Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan”
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Bagaimana proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan pada penganggaran
yang berbasis kinerja?

Jawaban :

“kita menyusun RKAT secara bottom-up kebutuhan-kebutuhan dari anggaran mulai dari
bawah sampai atas dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan”

Anggaran Pengeluaran

Bagaimana proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan pendekatan
penganggaran yang berbasis kinerja? ' :
Jawaban : '

“menyusun berdasarkan laporan-laporan kecil ditip bidang, dikumpulkan lalu dibuat
LAKIP melalui sistem”

Adakah pelaksanaan evaluasi dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
untuk setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun yang tidak terlaksana? Jika
ada apa tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut?

Jawaban :

“ada. Yaitu evaluasi melalui laporan. Laporan itu ada yang tertulis dan ada yang lisan.
Laporan kegiatan dan laporan keuangan biasanya diserahkan maksimal setelah kegiatan
itu selesai dilakukan. Kalau untuk secara total/global di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan minimal sekali dalam setahun. Biasanya kita dua kali”

Bagaimana cara mengukur kinerja kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana ?

Jawaban : ' : '

“berdasarkan indicator yang ada direnstra, lalu kita kumpulkan dalam bentuk RKAT kita
buat alat ukurnya masing-masing untuk kegiatan tadi. Misalkan kegiatan proyek, target
berapa proyek yang harus diselesaikan”

.~ - Apasajayang menjadi indikator keberhasilan suatu kegiatan?

Jawaban : 7 _ _ _ ]
“patokannya tetap renstra tadi. Kalau dia bisa mencapai dengan realisasi anggaran
yang sesuai atau lebih hemat, itu kita nilai sebagai efisiensi. Tetapi kalau sampai
melewati plafon anggaran yang ditetapkan, itu yang kita nilai kurang berhasil”

Implementasi

. Adakah pelaksanaan evaluasi untuk setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun
yang tidak terlaksana? ‘
Jawaban :
“ada, yaitu pada saat penyusunan, implementasi, maupun pelaporan hasilnya untuk
memastikan bahwa apa yang kita rencanakan telah sesuai dengan target yang kita
anggarkan”
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Apakah hasil dari evaluasi sudah sesuai dengan RENSTRA?

Jawaban : A _

“belum sesuai dengan renstra, jadi hasil evaluasi ini kita gunakan untuk mengevaluasi
lagi pada saat penyusunan anggaran tahun berikutnya sampai sesuai dengan RENSTRA”

Pértanyaan mengenai faktor-faktor dan kendala dalam pelaksanaan kinerja
anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Anggaran pendapatan dari berbagai kegiatan oprasional

Standar biaya atau satuan biaya apa yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan sebagai patokan dalam penganggaran?

Jawaban :

“Satuan biaya yang digunakan yang pertama adalah karena kita sudah menjadi bagian
dari satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum, maka berlaku juga satuan biaya
yang ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan, yaitu Standar Biaya Umum (SBU)”

Bagaimana proses penetapan pagu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan ?
Jawaban : _ -
“Penetapan pagu kita sebenarnya mengacu kepada kemampuan keuangan dari Dinas
Pekerjaan umum Kabupaten Bulungan. Kemudian instansi mempunyai rencana
pendapatan dan anggaran belanja tentunya”™

Adakah ketentuan atau semacam SOP dari pusat administrasi keuangan agar Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan tertib melaksanakan anggarannya?

Jawaban :

“Ya jadi itu sudah tertuang dalam SOP karena kita harus memberikan kejelasan dari
seluruh bidang/ unit kerja. Kalau proses anggaran itu sendiri kan ada proses
penyusunan, implementasi dan pelaporan realisasi. Tiga sekuel ini kita tuangkan dalam
.satu SOP” ) T I

Bagaimana cara mengukur kinerja suatu kegiatan yang sudah terlaksana?

Jawaban :

“Cara mengukur kinerja kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana yaitu setiap tiga bulan
seluruh Bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan membuat
suatu laporan realisasi Anggaran dan kinerja untuk mengukur tingkat kinerja suatu
bidang dari anggaran yang telah terserap™

Apa yang menjadi indikator keberhasilannya?

-“Yang menjadi indikator keberhasilan suatu kegiatan adalah bahwa dari oulput yang
dihasilkan tercapai dengan maksimal dari anggaran yang terserap dan kegiatan yang
dijalani”
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Anggaran Pengeluaran

Adakah pelaksanaan evaluasi dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
untuk setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun yang tidak terlaksana? Jika
ada apa tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut?

Jawaban :

“Evaluasi sebenarnya ada ditiga tahapan tadi ya pada saat penyusunan, implementasi,
maupun . pelaporan hasilnya. Evaluasi pada saat penyusunan ini sebenarnya kita
memastikan bahwa yang mereka rencanakan itu telah sesuai atau telah mendekati
tingkat kepastian yang tinggi. Kita ada satu forum diawal penyusunan anggaran ini. Kita
minta pendapat mereka untuk mempresentasikan bagaimana pendapatan dan bagaimana
belanjanya. Dari pendapatan kita Tanya, kira-kira terpenuhi tidak anggaran pendapatan
ini, karena misalkan tidak terpenuhi hati-hati terhadap anggaran belanjanya, harus
disesuaikan juga. Jangan sampai anggaran pendapatannya ngawur, otomatis nati
anggaran belanjanya ngimbangin kan, kalau pendapatannya tidak pasti kan bahaya
jadinya. Anggaran belanja yang sudah dikomitmenkan diinternal Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bulungan menjadi harus lebih diketatkan lagi. Kemudian pada saat
implementasi, pelaksanaan anggaran, masuk pada tahun anggaran yang dijalankan, kita
panggil lagi mereka”

Standar biaya apa yang digunakan sebagai patokan dalam penganggaran?

Jawaban :

“Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan merujuk kepada Standar Biaya Umum
yang dikeluarkan oleh Permenkeu setiap Tahunnya”

Implementasi

Berapa persen tingkat keterserapan anggaran kegiatan kegiatan yag sudah termuat dalam
RKAT Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2015? Apakah kegiatan yang sudah
dianggarkan berhasil terlksana dan apakah ada kegiatan yang terlaksana namun tidak
dianggarkan sebelumnya?

Jawaban :

“Tingkat. keterserapan anggaran kegiatan tahun 2015 berasarkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja yang kami susun adalah sebésar 80%. Ya, Sebagian besar kegiatan yang sudah
dianggarkan berhasil terlaksana, dengan realisasi pencapaian target sebesar 90%. Pada
konsepnya, sebuah kegiatan seharusnya dianggarkan terlebih dahulu agar dapat
disesuaikan dengan target sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dan
terekam secara sistematis. Namun jika memang ada kegiatan yang belum dianggarkan
setelah disusunnya RKAT maka dapat dilaksanakan dengan sumber dana diluar RKAT
dengan pelaporan yang bebeda”

Adakah ketentuan atau semacam SOP dari pusat administrasi keuangan agar Dmas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan tertib melaksanakan anggarannya?

Jawaban :

“ada, sifatnya teknis, terkait mengusulkan anggaran, kapan batasnya. Kita juga lengkapi
dengan LAKIP yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan™
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I Pertanyaan mengenai Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan

a. Anggaran Pengeluaran

1. Adakah pelaksanaan evaluasi dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

untuk setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun yang tidak terlaksana?

Jawaban :

“Untuk evaluasi dari setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun yang tidak
terlaksana pastinya dilakukan setiap Tahunnya. Dan hal itu menjadi tugas dan fungsi
dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten B_ulungan ” - )

2. Bagaimana cara mengukur kinerja kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana ?
Jawaban : '
“cara mengukur kinerja kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana yaitu setiap tiga bulan
seluruh bidang membuat suatu laporan realisasi anggaran dan kinerja untuk mengukur
tingkat kinerja suatu unit krja/ bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan dari anggaran yang telah terserap” :

3. Apa saja yang menjadi indikator keberhasilan suatu kegiatan?

Jawaban :
“Yang menjadi indicator keberhasilan suatu kegiatan adalah bahwa dari output yang

dihasilkan tercapai dengan maksimal dari anggaran yang terserap dan kegiatan yang
dijalani”
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Pertanyaan mengenai faktor-faktor dan kendala dalam pelaksanaan Kkinerja

- anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

_ Anggafan pendapatan dari berbagai kegiatan obrasional

Bagaimana proses penetapan pagu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan ?

- Jawaban :

“pagu sesuai dengan ketentuan . Dinas Pekerjaan Umum deupaten_ Bulungan. 25%
untuk Keperluan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, 75% untu keperluan
lainnya” ' '

Anggaran Pengeluaran

Adakah pelaksanaan evaluasi dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
untuk setiap kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun yang tidak terlaksana?

Jawaban : ' 4

“proses evaluasi terlaksana dengan baik, dilakukan ditingkat Kepala Dinas, pegawai,
kasi, kasubbag serta sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan”

Standar biaya apa yang digunakan sebagai patokan dalam penganggaran?

Jawaban : :

‘Selain standar yang sudah disebutkan tadi, ada standar ideal yang ingin dicapai, yaitu
Standar Biaya Umum Penyelenggaraan Instansi Pemerintah. Tapi belum menggunakan
patokan standar tersebut karena kendala penerimaan anggaran”

Implementasi

Adakah ketentuan atau semacam SOP dari administrasi bagian keuangan agar Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan tertib melaksanakan anggarannya?

Jawaban : ' ' _ .

“sudah - ada ya, untuk panduan teknis dalam penyusunan anggarannya, kita selalu
mengacu kesitu

Bagaimana secara umum realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah termuat
dalam RKAT 2015, apakah sudah sesuai dengan yang dianggarkan?

Jawaban :

“Realisasi saya rasa disemua bidang sama saja, pasti ada kegiatan-kegiatan yang sudah
dianggarkan yang tidak terlaksana, tapi yang penting disini, kegiatan-kegiatan yang
terlaksana selama tidak melebihi RKAT dari suatu periode anggaran itu sendiri saya
rasa masih baik-baik saja untuk dijalankan”
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Pertanyaan mengenai faktor-faktor dan kendala dalam pelaksanaan kinerja
anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Anggaran pendapatan dari berbagai kegiatan oprasional

Bagaimana proses penetapan pagu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan ?
Jawaban : , _

“proses penetapan pagu untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan sudah
dipatok dari keuangan, 25% nya digunakan untuk kepentingan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan, dan 75% nya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional lainnya. Setelah penetapan pagu sudah ditentukan seperti itu, barulah
masing-masing bidang diberikan pagunya masing-masing. Yang satu bidang belum tentu
sama dengan bidang yang lainnya™.

Bagaiména cara mehgm_ kinerja suatu kegiatan yang su'dah terlaksana, apa yang
menjadi indikator keberhasilannya?
Jawaban :

“Pada saat disusunnya. suatu kegiatan, telh ditentukan idikaor kinerja yng dapat diukur
(output). Rencana output tersebut dilaporkan masing-masing unit kerja beserta realisasi
anggarannya. Inilah yang menjadi ukuran kinerja suatu kegiatan berdasarkan
pengukuran LAKIP”

Bagaimana proses pelaporan LAKIP dari kantor Bupati Kabupaten Bulungan ke
Kementrian PU dan perumahan rakyat pusat?

Jawaban :
“LAKIP yang telah disusun disampaikan langsung ke kantor Bupati Kabupaten

Bulungan”
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Anggaran Pengeluaran

Standar-biaya apa yang digunakan sebagai patokan dalam penganggaran?

Jawaban :

“Standar biaya kita mengacu kepada standar biaya umum penyelenggaraan instansi
Pemerintah”

Rincian Anggaran Pengeluaran

Bagaimana proses penyususnan pelaporan kinerja (LAKIP) pada setiap kegiatan yang
termuat dalam RKAT di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan?

Jawaban :

“Setelah satu Tahun anggaran terlewati, biasanya disusun LAKIP ini disusun oleh
bidang- bidang yang bersangkutan untuk selanjutnya dikompilasi menjadi LAKIP.
Penyusunan LAKIP ini menggunakan dana keterserapan RKAT yang sudah disediakan
platformnya sehingga secara teknis bidang-bidang tinggal mengisi pengeluran realnya
saja dari suatu kegiatan, untuk selanjutnya dikirim ke kantor Bupati melalui system ini”.
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